BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Mengingat :

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 104 /KUM/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEPERLUAN MENDESAK
PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

a. bahwa sebagai tindak lanjut rilis Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 2 Januari 2023
dimana tingkat inflasi gabungan di Provinsi Kalimantan
Selatan pada bulan Desember 2022 sebesar 6,99% (enam
koma sembilan puluh sembilan persen) melebihi tingkat
sasaran Inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun 2023;

b.  bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya
beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi,
kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan
terutama dengan kerja sama antar Daerah serta
memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan
terhadap dampak inflasi di daerah, dipandang perlu
menetapkan Status Keperluan Mendesak Pengendalian
Inflasi Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) %



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negra
Republik Indonesia Nomor 6224);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan
Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 51);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021
Tahun 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun
2023, dan Tahun 2024,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135
Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2023 Nomor 8);

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Nomor 306).
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19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati
Barito Kuala Nomor 105 tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Orgaisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Baritao Kuala (Berita Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Status Keperluan Mendesak Penggunaan Belanja Tidak Terduga
Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Barito
Kuala Tahun 2024.

Status Keperluan Mendesak Penggunaan Belanja Tidak Terduga

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu Pengendali Inflasi
agar dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam
rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Barito
Kuala;

2. Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi
Daerah di Kabuten Barito Kuala digunakan untuk
memberikan :

a. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting;

b. Subsidi Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting; dan

c. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januari 2024
7“"“'&\”
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